
Mengingat

BUPATI SRAGEN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NoMoR: 360l 2 1 $ loo3l2o2o

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA

NON ArAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2Ot9 (COWD-lg)
DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

a. bahwa potensi penyebaran virus corona masih tinggr yang
ditandai dengan meningkatnya jumlah kepulangan
penduduk dari daerah lain yang berpotensi dapat
menyebarkan virus corona sehingga mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
di Kabupaten Sragen;

b. bahwa Keputusan Bupati Sragen Nomor :

3601 183/OO3|2O2O tentang Penetapan Status Tanggap
Darurat Bencana Non Alam Penanganan Corona Virrs
Disease 2Ol9 (Couid-lg) telah berakhir masa berlakunya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap
Damrat Bencana Non Alam Penanganan Corona Virls
Disease 2Ot9 (Covid-l9) di Kabupaten Sragen;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun L984 tentang Wabah
Penyakit Menular (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 32731;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah hrsat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarrrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang
Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a723);
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Menimbang



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan trmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OLB tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 128, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2O2A tentang Kebliakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Unhrk Penanganan Pandemi
Corona Vins Disease 2AD (Covid-l9) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6a85);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2OO8 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8281;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tatrun 2O2O tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2OL9
(Couid-l9) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 64871;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2O2O

tentang Percepatan Penanganan Corona Vims Disease
2Ol9 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2a9l;

13. Perahrran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penanggulangan Bencana (kmbaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
T\rgas Percepatan Penanganan Corona Virr.s Disease 2O19
(Couid-l9);

2. Keputusan Presiden Nomor l. 1 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (Covid-l9)

3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangal
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan
Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

4. Surat &laran Menteri Dalam Negeri Nomor 44O/262215J
tentang Pembentukan Gugus T\:gas Percepa.tan

Penanganan Corona Virus Disease 2OL9 (Couid-l9i Daerah;
5. Keputusan Bupati Sragen Nomor 207 Tahun 2O2O tentang

Pembentukan Gugus T\rgas Percepatan Penanganan
Corona Virrs Disease (Couid-19) dt Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Perpanjangan penetapan status tanggap darurat bencana
non alam penanganan corona virus disease 2Ol9 (auid'l9)
di Kabupaten Sragen berlaku selama 41 (empat puluh satu)
hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2O2O sampai dengan
tanegal 29 Mei 2O2O.

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2O2O.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
tanggal /7- /- Joao

BUPATI SRAGEN,

t KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATIv
Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Inspektur Kabupaten Sragen;
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen;
6. Kepala BPKPD Kabupaten Sragen;
7. KepaJa Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
8. Kepala Pelaksana BPBD Ikbupaten Sragen.


